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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan pembahasan terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain: 

1. Penegakan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia dilakukan 

oleh aparatur penegak hukum yang memiliki pengalaman di bidang Hak 

Asasi Manusia. Tahap-tahap penegakan hukum pada skripsi ini yaitu pada 

tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak 

hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Yang kedua adalah  

tahap eksekusi yaitu tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara 

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat 

pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan yang 

telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang 

telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Penegakan hukum pada tahap 

aplikasi  ini harus melalui beberapa proses dalam mencapai tingkat 

keadilannya. Yang pertama proses tersebut adalah dimulai dari proses 

penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak penyidik yaitu Jaksa 

Agung. Yang kedua adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas 

HAM. Komnas HAM melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan 
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menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang berat. Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat 

membentuk Tim Ad hoc yang terdiri dari unsur Komnas HAM dan unsur 

masyarakat. Yang ketiga adalah prose penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa  

Agung. Jaksa Agung melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mencari 

bukti-bukti tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. 

Dalam melakukan tugasnya Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik Ad hoc 

yang terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Proses yang ke 

empat adalah proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung.  Jaksa 

Agung melakukan proses pelimpahan perkara pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang berat kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membuat 

surat dakwaan. Proses yang terakhir  adalah proses acara pemeriksaan di 

Pengadilan HAM. Tahap eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan 

HAM yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu Jaksa Agung. Upaya yang 

dilakukan oleh aparatur penegak hukum untuk mengatasi masalah-masalah 

dalam penegak hukum di dalam skripsi ini  adalah dengan upaya penal 

(represif) yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang 

lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang 

dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan 

ancaman bagi pelakunya. 

2. Faktor-Faktor penghambat dari penegakan hukum kejahatan terhadap 

kemanusiaan adalah, faktor political will, yaitu kemauan politik dari 

pemerintah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tokoh-tokoh  orde baru 

yang masih memiliki kekuasaan di pemerintahan, baik di lingkungan 
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legistatif maupun di lingkungan eksekutif dan yudikatif, yang belum mampu 

lepas dari keterikatan masa lalunya. Selain itu juga penyelidik dan penyidik 

mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti karena sebagian besar kasus 

pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan sudah lampau sehingga para 

saksi ataupun korban dari peristiwa tersebut sudah tidak ada sehingga tidak 

dapat memberikan kesaksian untuk membuktikan pelanggaran kejahatan 

terhadap kemanusiaan. 

 

B. Saran  

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa  kesimpulan maka saran 

yang dapat penulis sampaikan adalah: 

1. Agar pemerintah melalui alat-alat penegak hukumnya lebih serius 

menyelesaikan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadinya 

di Indonesia, karena masih banyak kasus yang belum diselesaikan oleh 

pemerintah dalam penegakan hukumnya. Hal ini akan menimbulkan 

hilangnya kepercayaan dari masyarakat akan penegakan hukum kejahatan 

terhadap kemanusiaan di Indonesia. 

2. Agar  alat-alat penegak hukum lebih berkerja sama antara satu dengan lain 

dalam menyelesaikan penegakan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan, 

contohnya Kejaksaan Agung mengembalikan berkas pelanggaran HAM berat 

kepada Komnas HAM tanpa adanya petunjuk yang jelas di mana kekurangan 

hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Pada hal menurut 

ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM, dalam hal ketidak lengkapan tersebut, Jaksa Agung wajib 

memberikan petunjuk, perihal kekurangan hasil penyelidikan Komnas HAM.  


